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BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 

NOMOR 40 TAHUN 2021 

 
 BUPATI LABUHANBATU  

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

  PERATURAN BUPATI LABUHANBATU 
NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG 
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LABUHANBATU, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pedoman Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja, perlu disusun 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja; 

 

  b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu 
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Labuhanbatu, sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum 

sehingga perlu diganti; 
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  c. bahwa  berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Labuhanbatu tentang Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu; 

  
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

   2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 
1956     tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah  Provinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 
 

   3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

 
   4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang–Undang Nomor 
11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
 

   5.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang  Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

 
   6.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor  11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477) ; 
 

   7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 
 

   8. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

 
   9. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pedoman Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

26); 
 

   10. Peraturan Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 

2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
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Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 

Nomor 1); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS 
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
LABUHANBATU. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Kesatu 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud 
dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati 

Labuhanbatu. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

6. Perangkat Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu adalah unsur pembantu 

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 
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dengan Perjanjian Kerja yang bekerja 

pada Instansi Pemerintah. 
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan Pemerintah atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PNS adalah warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat Pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

10. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah 
pengelolaan pegawai negeri sipil untuk 

menghasilkan pegawai negeri sipil yang 
profesional, memiliki nilai dasar, etika 

profesi, bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

11. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja adalah pengelolaan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja untuk menghasilkan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
profesional, memiliki nilai dasar, etika 

profesi, bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

12. Jabatan adalah kedudukan yang 
menunjukan tugas, tanggung jawab, 
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wewenang dan hak seseorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi Negara. 

13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya 
disingkat JA adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 
dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya 

disingkat JF adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 
15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang 

selanjutnya disingkat JPT adalah 

sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah. 

16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang 
selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian Pegawai ASN dan 
pembinaan manajemen ASN di instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
17. Analisis Jabatan adalah Proses untuk 

mendapatkan data dan jabatan yang 
diolah menjadi informasi jabatan guna 

penyusunan kebijakan program 
pembinaan/penataan kelembagaan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan dan 
perencanaan kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan serta umpan balik bagi 

organisasi dan tata laksana. 
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18. Peta Jabatan adalah susunan nama dan 

tingkat jabatan fungsional yang 
tergambar dalam struktur unit organisasi 

dari tingkat yang paling rendah sampai 
dengan yang paling tinggi. 

19. Ringkasan Tugas Jabatan adalah ikhtisar 
dari keseluruhan tugas jabatan disusun 

dalam 1 (satu) kalimat, dan ringkasan 
tugas jabatan dirumuskan dari tugas 

yang paling inti atau paling esensi dalam 

jabatan yang bersangkutan. 
20. Rincian Tugas adalah paparan atau 

bentangan atas semua tugas jabatan 
yang merupakan upaya pokok yang 

dilakukan Pemangku Jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil 

kerja dengan menggunakan perangkat 

kerja dan dalam kondisi pelaksanaan 
tugas tertentu, setiap jabatan berisi 

sekelompok tugas yang berisi antara 5 
(lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan 

setiap tugas diuraikan dengan jelas 
dalam rincian tugas gambaran tentang 

apa yang dikerjakan, mengapa harus 
dikerjakan, dan bagaimana cara 

mengerjakannya. 

21. Pangkat adalah tingkat kedudukan 
seseorang Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan jabatannya dalam rangkaian 
susunan kepegawaian yang digunakan 

sebagai dasar penggajian. 
22. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus 

dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang 
untuk menduduki suatu jabatan dan 

merupakan tuntutan kemampuan kerja 

yang ditunjukan dengan keahlian atau 
keterampilan kerja yang diidentifikasi 
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dari pemilikan pengetahuan kerja, 

pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, 
dan kemampuan dari aspek psikologis 

dan kekuatan fisik. 
23. Uraian Jabatan adalah uraian tentang 

informasi dan karakteristik jabatan, 
seperti nama jabatan, kode jabatan, unit 

kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil 
kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, 

tanggung jawab, wewenang, rincian 

tugas, nama jabatan dibawahnya, 
korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, 

prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, 
dan syarat jabatan. 

24. Evaluasi Jabatan adalah sebuah analisa 
untuk membuat estimasi nilai 

(pembobotan) dari sebuah pekerjaan, 

tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin). 
25. Analisa Beban Kerja adalah suatu teknik 

manajemen yang dilakukan secara 
sistematis untuk memperoleh informasi 

mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi 
kerja organisasi berdasarkan volume 

kerja. 
26. Volume Kerja adalah sekumpulan 

tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan 

dalam waktu 1 (satu) tahun. 
27. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah 

perbandingan antara bobot/beban kerja 
dengan jam kerja efektif dalam rangka 

penyelesaian tugas dan fungsi organisasi. 
28. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan 

yang harus dipikul oleh suatu 
jabatan/unit organisasi dan merupakan 

hasil kali antara volume kerja dan norma 

waktu. 
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29. Norma Waktu adalah waktu yang wajar 

dan nyata-nyata dipergunakan secara 
efektif dengan kondisi normal oleh 

seorang pemangku jabatan untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

30. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang 
harus dipergunakan untuk 

berproduksi/menjalankan tugas. 
31. Bagian yang membidangi Organisasi 

adalah Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 
 

Bagian Kedua 
Maksud, Tujuan, dan Manfaat 

 
Pasal 2 

 

(1) Analisis Jabatan dimaksudkan sebagai 
panduan bagi Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu dalam rangka penataan 
kelembagaan, kepegawaian, perencanaan 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 
 

(2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan untuk 

mendapatkan informasi jabatan. 

 
(3) Informasi Jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui 
proses, metode dan teknik pengumpulan 

serta pengolahan data jabatan. 
 

(4) Analisis Beban Kerja dimaksudkan 
sebagai acuan bagi setiap unit organisasi 

di lingkungan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyusunan bobot/ 
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volume beban kerja sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing. 
 

(5) Analisis Beban Kerja dilakukan pada 
setiap jabatan yang ada dalam satuan 

kerja organisasi. 
 

Pasal 3 
 

 Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja meliputi : 
(1) Pembinaan dan penataan kelembagaan, 

kepegawaian, dan ketatalaksanaan; 
(2) Perencanaan kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan; 
(3) Evaluasi kebijakan program pembinaan 

dan penataan kelembagaan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan, 
perencanaan kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan; dan 
(4) Pengukuran dan penghitungan beban 

kerja setiap jabatan/unit kerja dalam 
rangka efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dan meningkatkan 
kapasitas organisasi yang profesional, 

transparan, proporsional, dan rasional. 

 
Pasal 4 

 
 Manfaat Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja meliputi : 
a. Penataan atau penyempurnaan struktur 

organisasi; 
b. Penilaian prestasi kerja jabatan dan 

prestasi kerja unit; 

c. Bahan penyempurnaan sistem dan 
prosedur kerja; 
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d. Sarana peningkatan kinerja 

kelembagaan; 
e. Penyusunan standar beban kerja jabatan 

atau kelembagaan, penyusunan daftar 
susunan pegawai atau bahan penetapan 

eselonisasi jabatan struktural; 
f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai 

secara riil sesuai dengan beban kerja 
organisasi; 

g. Program mutasi pegawai dari unit yang 

berlebihan ke unit yang kekurangan; 
h. Program promosi pegawai; 

i. Penghargaan (reward) dan Hukuman 
(punishment) terhadap unit atau pejabat; 

j. Bahan penyempurnaan program diklat; 

dan 
k. Bahan penetapan kebijakan bagi 

pimpinan dalam rangka peningkatan 
penggunaan sumber daya. 

 
Pasal 5 

 
(1) Pengisian Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja dilaksanakan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Pengisian Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja berdasarkan 
Peraturan Bupati tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 
dan 

b. Pengisian Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja wajib dilakukan 

pada jabatan yang ada pada 

perangkat daerah masing-masing. 
 

(2) Format pengisian Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 
 

BAB II 
TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS 

BEBAN KERJA 
 

Bagian Kesatu 
Tim Analisis Pemerintah Daerah 

 

Pasal 6 
 

(1) Untuk melaksanakan Analisis Jabatan 
dan Analisis Beban Kerja pada 

Pemerintah Daerah, dibentuk Tim 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja yang ditetapkan Bupati. 

 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah 
yang dalam pelaksanaannya dilakukan 

oleh bagian yang membidangi penataan 
organisasi. 

 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), berjumlah ganjil yang terdiri dari : 

a. Seorang Ketua merangkap anggota; 
b. Seorang Sekretaris merangkap 

anggota; dan 
c. Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, 

termasuk ketua dan sekretaris. 
 

Pasal 7 
 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut : 
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a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 
b. Memantau pelaksanaan Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

c. Mengolah dan menganalisa hasil Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 

d. Menetapkan hasil Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 
e. Membuat laporan hasil Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

 

Bagian Kedua 
Tim Analisis Perangkat Daerah 

 
Pasal 8 

 
(1) Untuk melaksanakan Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja pada tiap-tiap 
perangkat daerah, dibentuk Tim Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

perangkat daerah, yang ditetapkan oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), berjumlah ganjil yang terdiri dari : 
a. Seorang Ketua merangkap anggota; 

b. Seorang Sekretaris merangkap 
anggota; dan 

c. Paling sedikit 5 (lima) orang anggota, 

termasuk ketua dan sekretaris. 
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(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, terdiri dari : 
a. Pejabat struktural di lingkungan 

perangkat daerah; dan/atau 
b. Pejabat fungsional di lingkungan 

perangkat daerah. 
 

(4) Susunan dan keanggotaan tim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dapat disesuaikan dengan nomenklatur 

pada masing-masing perangkat daerah. 
 

Pasal 9 
 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja di lingkungan perangkat 
daerah; 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 

lingkungan perangkat daerah; 
c. Mengolah dan menganalisa hasil Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 
lingkungan perangkat daerah; 

d. Mempersiapkan hasil Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja di lingkungan 
perangkat daerah; 

e. Membuat laporan hasil Analisis Jabatan 
dan Analisis Beban Kerja di lingkungan 

perangkat daerah; dan/atau 
f. Menyampaikan hasil Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja kepada 
Sekretaris Daerah melalui yang 

membidangi penataan organisasi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN 
ANALISIS BEBAN KERJA 

 
Pasal 10 

 
(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja dilaksanakan apabila terjadi 
perubahan organisasi untuk penataan 

kelembagaan, kepegawaian, perencanaan 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 
 

(2) Analisis Jabatan dilaksanakan melalui 
tahapan : 

a. Persiapan; 
b. Pengumpulan data; 

c. Pengolahan data; 

d. Verifikasi; 
e. Penyempurnaan; dan 

f. Penetapan hasil analisis jabatan. 
 

(3) Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap 
aspek yaitu : 

a. Norma waktu (variabel tetap); 
b. Volume kerja (variabel tidak tetap); 

dan 

c. Jam kerja efektif. 
 

(4) Analisis Beban Kerja dilaksanakan secara 
sistematis dengan tahapan sebagai 

berikut : 
a. Pengumpulan data; 

b. Pengolahan data; 
c. Penelaahan hasil olahan data; dan 

d. Penetapan hasil Analisis Beban Kerja. 
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(5) Pengumpulan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a, 

dilakukan dengan menggunakan : 
a. Formulir isian, berupa pengumpulan 

data dan inventarisasi jumlah 
pemangku jabatan; 

b. Wawancara; 
c. Pengamatan langsung; dan 

d. Referensi. 

 
(6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan 
menggunakan : 

a. Rekapitulasi jumlah beban kerja 
jabatan; 

b. Perhitungan kebutuhan 

pejabat/pegawai, tingkat efisiensi 
jabatan, dan prestasi kerja jabatan; 

dan 
c. Rekapitulasi kebutuhan 

pejabat/pegawai, tingkat efisiensi 
unit, dan prestasi kerja unit. 

 
(7) Penelaahan hasil olahan data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c, dapat dilakukan untuk 
memperoleh hasil yang akurat dan 

objektif, serta sesuai dengan kondisi 
senyatanya. 

 
BAB IV 

HASIL ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA 
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Pasal 11 

 
(1) Hasil Analisis Jabatan merupakan 

informasi jabatan yang terdiri dari uraian 
jabatan dan peta jabatan. 

 
(2) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi : 
a. Identitas Jabatan; 

b. Ringkasan tugas jabatan; 

c. Rincian tugas jabatan; 
d. Wewenang; 

e. Tanggung jawab; 
f. Hasil kerja; 

g. Bahan kerja; 
h. Perangkat kerja; 

i. Hubungan jabatan; 

j. Keadaan tempat kerja; 
k. Upaya fisik; 

l. Kemungkinan resiko bahaya; dan 
m. Syarat jabatan. 

 
(3) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban 

Kerja, Uraian Jabatan dan Peta Jabatan 
Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal 12 
 

(1) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

dipergunakan untuk pembinaan dan 
penataan : 

a. Kelembagaan; 

b. Kepegawaian; 
c. Ketatalaksanaan; dan 



- 19 - 
  

d. Perencanaan kebutuhan pendidikan 

dan pelatihan. 
 

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, meliputi : 

a. Penyusunan organisasi dan unit-
unitnya; 

b. Pengembangan organisasi; 
c. Perampingan organisasi; dan 

d. Penggabungan unit-unit organisasi. 

 
(3) Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, meliputi : 
a. Perencanaan kebutuhan pegawai; 

b. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan; 
c. Pengembangan karier; 

d. Mutasi; dan 

e. Kesejahteraan. 
 

(4) Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, meliputi : 

a. Tata kerja; 
b. Standarisasi; dan 

c. Sistem kerja. 
 

(5) Perencanaan kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan 

perencanaan kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan dalam mengembangkan 

pengetahuan pegawai sesuai dengan 
kebutuhan dan tuntutan jabatan. 

 
Pasal 13 

 

Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi 
berupa : 
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a. Efektivitas dan efisiensi jabatan serta 

efektivitas dan efisiensi unit kerja; 
b. Prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja 

unit; 
c. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat; 

d. Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah 
beban kerja unit; dan 

e. Standar norma waktu kerja. 
 

BAB V 

SISTEM INFORMASI 
 

Pasal 14 
 

(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 

dapat menggunakan sistem informasi. 
(2) Sistem informasi sebagaimana pada ayat 

(1) dapat menggunakan aplikasi yang 
dikembangkan oleh Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu. 

 
BAB VI 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 
Pasal 15 

 
(3) Pendidikan dan pelatihan Analisis 

Jabatan Analisis Beban Kerja 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang membidangi pendidikan dan 
pelatihan. 

 

(4) Program pendidikan dan pelatihan 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
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Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun oleh perangkat daerah yang 
membidangi pendidikan dan pelatihan 

berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah 
melalui bagian yang membidangi 

organisasi. 
 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 16 
 

Biaya yang timbul sebagai akibat 
ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 17 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku 

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 27 
Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 18 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan    pengundangan    Peraturan  
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